

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 200/           /TAHUN 2022
[bookmark: _GoBack]TENTANG   
PEMBENTUKAN  TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022
BUPATI KARANGANYAR,
	Menimbang 
	:
	a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu dibentuk  Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan  Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022;

	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan          Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Cara Perhitungan, Penganggaran, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran  Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);


	
MEMUTUSKAN :


	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan  kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

	
	
	a. mengadakan verifikasi persyaratan administrasi  pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;

	
	
	b. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan bantuan keuangan  kepada partai politik; dan

	
	
	c. melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati dan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab sampai dengan selesai.

	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati dan melaksanakan tugasnya selama  dari tanggal 1 Januari  2022 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

	KEEMPAT
	:
	Anggaran Tim di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karanganyar diberikan Honor

	KELIMA
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



	

	
	Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal  

	



Tembusan:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan  Daerah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah;
6. Tim yang bersangkutan.
	
	BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO
	Telah dikordinasikan

	PEJABAT
	PARAF

	1. Asisten Pemerintahan & Kesra
	

	2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	




	


LAMPIRAN
	
	

	KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

	NOMOR  200/            / TAHUN 2022

	TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022



SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

	No.
	JABATAN DALAM DINAS
	KEDUDUKAN DALAM TIM

	1
	2
	3

	1
	Sekretaris Daerah
	Pengarah

	2
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Ketua

	3
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Wakil Ketua

	4
	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	
Sekretaris

	5
	Inspektur Pembantu Pemerintahan, Hukum dan Aparatur
	
Anggota

	6
	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Badan Keuangan Daerah
	
Anggota 

	7
	Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar
	
Anggota

	8
	Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota

	9
	Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota

	10
	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota

	11
	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota

	1
	2
	3

	12
	Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota 

	13
	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota 

	14
	Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota 

	15
	Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota 

	16
	Analis Organisasi Masyarakat pada Subbid. Demokratisasi dan Masalah Aktual pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota 

	17
	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	
Anggota 

	18
	Verifikator 
	Anggota 

	19
	Pranata Komputer
	Anggota 

	20
	Analis Data dan Informasi
	Anggota 

	21
	Pengadministrasi Inventaris Barang
	Anggota 



BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

	Telah dikordinasikan

	PEJABAT
	PARAF

	1. Asisten Pemerintahan & Kesra
	

	2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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